Menimbang

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 64 TAHUN 2012 SALINAN

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan

tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta
penyelamatan arsip dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai bukti
nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan
yang akan datang tentang arsip-arsip yang bernilai guna
pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu
diatur mengenai jangka waktu penyimpanan arsip di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

. bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia  tanggal 3  September 2012  Nomor
P.JRA/20/2012 Hal : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara Pemerintah
Kabupaten Pati, surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia  tanggal 3  September 2012  Nomor
P.JRA/21/2012 Hal : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Pati, dan surat Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia tanggal 3 September 2012
Nomor P.JRA/22/2012 Hal : Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Pati;



Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pati;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Pati Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Pati.

4. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman

penyusutan dan penyelamatan arsip.
Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan
oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perseorangan, serta ANRI sebagai
penyelenggara kearsipan nasional;

b. menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya
sebagai alat bukti yang sah;

c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal
dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak
keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;

e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan mnasional

sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;



f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;

g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang
ekonomi, sosial, politik, budaya serta keamanan sebagai
identitas dan jati diri bangsa; dan

h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan

terpercaya.
Pasal 3

(1) Setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar pedoman
retensi arsip dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi

Arsip.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Jadwal Retensi
Arsip yang berupa daftar berisi sekurang-kurangnya
jenis arsip beserta jangka waktu penyimpannya sesuai
dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman

penyusutan arsip.
Pasal 4

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pati berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [, Lampiran II dan Lampiran III
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
Pasal 5

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Tahun 2004 Nomor 4 Seri E); dan



b. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2006 Nomor 8)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan  Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah

Kabupaten Pati.
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Nopember 2012

BUPATI PATI,
ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 6 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 579

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA 1 UKUM

bina Tingkat I

NIP, 19670226 199203 1 005






